
UBERNU KALIMANTAN BARAT 

N ( , l J l lL I  NUI Al IMAN I  AN llARA1 

N O M < > I '  I  A I IUN  :.irn 

lfo.N ' IAN< ,  

l , 1 1 0 1  N  SUMHl • I  l>AYA MANUSIA YAN<,  Bf<,RJ\SAL DARI TENAC,A 

I l ' l  HSION I, I AINNYA J>ADA l lAl>AN LAYANAN UMUM DAf,RAH 

l'UMAII SAKl'l UMUM l>Al�l�AII DOKTf.,R SOf.DARSO 

ll l�N( ,AN l�AI I MAT TUI IAN YAN(, MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Mr-nimbr ng 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
kualitas pclayanan kepada masyarakat, Sadan Layanan 
Umum Dacrah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Soedarso perlu didukung ketersediaan sumber daya 
manusia yang memadai; 

b. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Sadan 
Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur pengangkatan dan pemberhentian pejabat 
pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional 
lainnya pada Sadan Layanan Umum Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya 
Pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Dokter Soedarso; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6842); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomot (1 Tahu n 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
l'<'mnintnh Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 Tcntang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 I ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Unclang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
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Kalimantan Barnt (Lernbaran Dacrah Provinsi Kalimantan 
Harat Tahun :202 l Nomor 5, Tamhahan Lembaran Daerah 
Pro insi Kalimantan Baral Nornor 5); 

1 l .  Peraturan Gubemur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tata 
Kclola Penerapan Sadan Layanan Umum Daerah Pada 
Rurnah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Serita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 69); 

12 .  Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
S rta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 85); 

MEMUTUSKAN : 

M n tapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA 
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER 
SOEDARSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat 

yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedarso adalah adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat rujukan milik Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah. 

5. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur 
pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian 
yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan 
dengan menerapkan pratik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

8. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organi asi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya 
saing. 
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CJ. Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

10. Pemirnpin BLUD adalah Direktur atau Pejabat yang ditetapkan oleh 
Gubernur dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD. 

1 1 .  Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soedarso yang merupakan seorang 
tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang 
perumahsakitan. 

12 .  Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan 
untuk mendukung kinerja BLUD. 

13 .  Pengangkatan Pegawai BLUD non ASN adalah pengangkatan yang 
dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan 
kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

14. Pemberhentian pegawai BLUD non ASN adalah pengakhiran hubungan 
kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pegawai BLUD non ASN dengan Pemimpin BLUD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15 .  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

16 . Pegawai BLUD non ASN adalah pegawai BLUD non PNS dan non PPPK, yang 
bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada Rumah Sakit yang 
pembiayaannya dibebankan pada Anggaran BLUD. 

17. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar 
kebebasan arus infonnasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses 
bagi yang membutuhkan. 

18. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan 
pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan. 

19. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan 
organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

20. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 
manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

21 .  Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau 
kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan organisasi terlebih dahulu. 

22. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

23. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

24. Gaji adalah hak pegawai BLUD non ASN yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD non 
ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi Pegawai BLUD non ASN dan keluarganya berdasarkan kemampuan 
keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

t 

Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


Pasal2 

Pcm usu nan Peraturan Gubemur ini dimaksudk n ebagai pedorn n bagi 
Pernerintah Dacrah dalam pengadaan, menentukan per . aratan, pengangk tan 
dan penempatan, bata u ia dan ma kerja, pcmenuhan hak dan kewajib n, 
pembinaan, pengawa an, pemberhentian dan penghargaan, crt 
penyele aianan per eli ihan bagi pegawai RSUD dr. Soedar o. 

Pa I 3 

Penyusunan Peraturan Gubemur ini bcrtujuan untuk: 
a. memenuhi kcbutuhan umber daya manu ia yang bem al dari tenaga 

profe ional lainnya yang berkualita pada BLUD RSUD dr. Soedar ; dan 
b. meningkatkan dan mempertahankan rnutu • tandar pelayanan kc eh tan 

yang prima. 

Pa 1 4  

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mcliputi: 
a. pcngadaan; 
b. per yaratan; 
c. pengangkatan dan penempatan; 
d.  bata u ia dan ma keria: 
e. hak dan kewajiban: · 
f. pembinaan, pengawa n, pcmberhcntian dan penghargaan: dan 
g. penyelesaian per cli ihan. 
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Bagian Kesatu 
Prins ip Pcngadaan 

Pasal 5 

Prinsip dalam pengadaan pegawai BLUD R UD dr. oedarso, adalah: 
a. transparansi; 
b. akuntabilita ; 
c. responsibilitas; 
d. independen i; 
e. efisiensi; 
f. efektivitas; dan 
g. produktivitas. 

Pasal 6 

Pengadaan pegawai BLUD RSUD dr. Soedarso di l nggarakan bcrda kan 

kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berda kan prin ip 
efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan k pada 
masyarakat. 
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( l )  Pernimpin BLUD setiap t a h u n  men- u s u n  perencana n p ngadaan sumber 
da_ a manu ia . ang b r al dari tenaga profesional lainnya pada BLUD 
RSUD dr. Soedar o scbagalmana dimal sud dalam Pasal 7 se uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perencanaan pengada n Sumber Da a Manusia pada BLUD dr. Soedarso 
ebagaimana dim k ud p da ayat ( 1 )  mcliputi pcngadaan pegawai yang 

berasal dari tenaga profe ional lainnya berdasarkan analisis kebutuhan, 
profesionalita , dan k mampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedarso. 

(3) Pegawai yang bera al dari t -naga profesional lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) t rdiri dari: 
a. tenaga kesehatan; dan 
b. tenaga non kesehatan. 

(4) Tenaga kesehatan ebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 
a. dokter; 
b. dokter gigi; 
c. perawat; 
d. bidan; 
e. apoteker; 
f. asisten apoteker; 
g. analis kesehatan; 
h. radiografer; 
i. radiografer radioterapi; 
j. nutrisionis; 
k. sanitarian; 
I. penyuluh kesehatan; 
m. fisioterapis; 
n. tenaga rekam medis; dan 
o. tenaga kesehatan lainnya. 

(5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri 
dari: 
a. portir; 
b. binatu; 
c. pramusaji; 
d. supir ambulans; 
e. tenaga kelistrikan; 
f. tenaga pengolah limbah; 
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g. tenaga bangunan; 
h. juru ma ak; 

i. asistcn perawat; clan 
j. tenaga non kesehatan lainnya. 

(6) Forrnasi kcbutuhan pada perencanaan pcngadaan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD. 

(7) Perencanaan pengadaan cbagaimana dimaksucl pada ayat (6) dilaporkan 
kcpada BKD. 

Bagian Keernpat 
Pengumuman Formasi Kebutuhan 

Pasal 9 

( 1 )  Formasi kebu tuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya 
diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah komposisi pada 
perencanaan pengadaan formasi kebutuhan disetujui oleh PPKD dan 
dilaporkan kepada BKD. 

(2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diumumkan 
paling singkat 14 (empat betas) hari kalender, melalui pengumuman tempel 
dan website RSUD dr. Soedarso. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimak ud pada ayat (2), memuat: 
a. nama formasi/jabatan; 
b. jumlah formasi/jabatan; 
c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi; 
d. alamat dan tempat Jamaran ditujukan; 
e. jadwal dan tahapan seleksi; dan 
f. persyaratan lamaran. 

BAB llI 
PERSYARATAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Lamaran 

Pasal 10 

(1 )  Persyaratan bagi calon peserta yang ingin melamar sebagai pegawai yang 
berasal dari tenaga profesional lainnya adalah: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 

(tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi pegawai yang telah mengabdi 
minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan 
pengalaman kerja dari Direktur RSUD dr. Soedarso; 

c. tidak berstatus sebagai ASN; 
d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan; 
e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang 

dibutuhkan; 
f. berkelakuan baik; dan 
g. sehat jasmani dan rohani. 
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Bagian Kedua 

Selcksi 

Pasal 1 1  

(  I )  Scleksi adalah proses mcmilih dan/atau mcnyaring pcscrta calon pegawal 
yang berasal dari tenaga profesional lainnya. 

(2) Selek i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari: 
a. seleksi administrasi; dan 
b. seleksi kompetensi. 

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dcngan 
dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi. 

(4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dilakukan untuk menguji kesesuaian antara kompetensi manajcrial, teknis 
dan kompetensi sosial kultural. 

Pasal 12 

( 1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  diselenggarakan oleh 
panitia seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur rumah 
sakit dan Sadan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: 
a. membuat dan mengumuman jadwal pelaksanaan seleksi; 
b. menentukan persyaratan administrasi; 
c. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan 
d. mengumumkan hasil seleksi. 

Pasal 13 

Hasil seleksi yang telah diselenggarakan akan diumumkan oleh panitia seleksi 
melalui pengumuman tempel dan website RSUD dr. Soedarso. 

Bagian Ketiga 
Verifikasi 

Pasal 14 

( 1 )  Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan 
dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai yang berasal dari tenaga 
profesional lainnya 

(2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
dibentuk tim yang ditetapkan oleh Direktur. 

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur 
bagian/bidang terkait di rumah sakit. 

(4) Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan 
kompetensi teknis bagi peserta seleksi pegawai yang berasal dari tenaga 
profesional lainnya. 
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(2) Pescrta seleksi yang diangknt nu-njndi [)('g11w11i y : 1 1 1 R  brrusal rlru i  11·1rng11 
profe ional lainnya al an di tcmpntkun di l�SUI> c ir .  So<"cl;irso. 

(3) Pcngangkatan clan penempatun scbugaimann dlmaksud pada nyru ( I )  dan 
ayat (2) ditetapkan dcngan Keputusan Din-ktur. 

(4) Pengangkatan clan pc nempatan pcgawai yang bcrusal dari tcnaga 
profesional lainnya scbngimann dimaksud pnda nynt (3) berdasnrknn 
kompetcnsi dan pcrcn anaan formasi kebutuhan,  

(5) Pengangkatan dan pencmpatan scbagimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilaporkan kepada Gubernur .  

Bagian Kcdua 
Statu Kepcgawainn 

Pasal 1 6  

( 1 )  Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan 
secara kontrak maupun tetap. 

(2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya kontrak maupun tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak dapat diangkat mcnjadi ASN 
kecuali melalui seleksi pcncrimaan Caton Aparatur Sipil Negara (CASN) 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Ketiga 
Perjanjian Kerja 

Pasal 17 

( 1 )  Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan pegawai yang berasal dari 
tenaga profesional lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja. 

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  meliputi: 
a. uraian tugas; 
b. target kinerja (apabila diperlukan); dan 
c. jangka waktu perjanjian kerja. 

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar: 
a. kesepakatan kedua belah pihak; 
b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan p rundang-undangan. 

IIARO 

BUKVJI 
AalBTUI 
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8 V 

BATA U IA DA MA A KERJ 

Bagian Ke tu 
Bata U ta 

P l 1 

( 1 )  Bata usia paling tinggi dan t nag 
profe ional lamn a adalah 

(2) 

( 1  I  

(2) t ( 1 J 
d i 

20 

u 

( 1) H hak DCmlwal 

a. 

b 

c tunan kematian 

d. jabteraan dan 

j8Jllinan ha tan 
(2) Pemberian hak hak l>elr,llwai darl tmap Droiralc,nal lainnya 

bagaimana dimak9ud pada l) dilakeenalcan clenpn 
ketentuan peraturan penmdang undanpn 

- .. -· _. 
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linglnr d 1,1 

I W J J I I ;  11 

l';i al :.! I 

1 • , , "  1 1  \  1 1 1i• [ 1 1 1 . 1  : i i  d : 1 1 1  t ,  rwga profcsional l a i n n v a  m  rnpunyar k ajiban 
, 1 1 1 1  1 1 1 1  1  d l ' 1 1 w 1 1 1  p, Raw:ri HLUU I SUIJ  dr. Socdarso se mu k en an 
pc r 1 1 1 1 1 . 1 1 1  pc 1 1 1 1 1 C l rn 1 M  uur lnngau. 

Hagi:in Ketiga 
I'< nghasilan 

( I )  I', 11,.1wa1 y;r1111, lll'rnsnl d n r i  tenaga profr-sional lainnya d i be ri kan  gaji/upah 
lwrdnsm kan I« mnrnpuan keuangan ULUD. 

(  I  Scl;rin 11,aj i/upah scbagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  kepada pegawai 
a1111, l x - r n s a l  d a r i  icnaga profcsional Jainnya dapat dibcrikan penghasilan 

t u m b n h u n  scsuai dcngan peraturan perundang-undangan dan/atau 
lx rdasarkan kcmampuan kcuangan BLUD. 

Hagian Kecmpat 
Larangan 

Pasal 23 

( I )  Pcgawai yang berasal dari tcnaga profesional lainnya yang dipekerjakan 
sc ara kontrak maupun tetap, tidak diberikan kewenangan keuangan. 

(2) Pcgawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan 
sccara kontrak maupun tctap, tidak dapat diangkat menjadi AS kecuali 
melalui seleksi pcnerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CAS ) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHARGAAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 24 

( 1 )  Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap seluruh sumber daya manusia yang berasal dari tenaga 
profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia yang berasal dari 

tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedarso sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuao peraturan 
perundang-undangan. 

' 
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Pl'mht•t l w 1 1 1 1 , 1 1 1  

Pasnl 2. 

( l )  Pt g \\\ ai HI.Un ) ang berasal dari icnaga profcsional lainnya dapat 
dilx-rhentikan dcngan hormat maupun dcngan tidak hormat dari 
tugas/jab nannya. 

t-l Pegaw 1i E LUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan 
dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila: 

mengundurkan diri: 
b. mencapai bata u ia 8 (lima p u l u h  delapan) t a h u n ;  
c. meninggal dunia: 
ct. ma perjanjian kerja pegawai BLUD yang bcrasaJ dari tenaga 

profe ional lainnya telah habis; 
e. pegawai BLVD yang berasaJ dari tenaga profesionaJ lainnya 

berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan 
tuga : dan 

f. penyederhanaan organisasi. 
(3) Pegawai BLVD yang berasaJ dari tenaga profesionaJ lainnya diberhentikan 

tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila: 
a. melanggar perjanjian kerja; 
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan 
tindak pidana; 

c. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara 
akumulatif selama 1 (satu) tahun; 

d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama; 
e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di rumah sakit; dan 
f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

(4) Pemberhentian pegawai BLUD yang berasaJ dari tenaga profesional lainnya 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Penghargaan 

PasaJ 26 

( 1)  Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya tetap dapat 
diberikan penghargaan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diberikan dengan 
ketentuan: 
a. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja; dan 
b. telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak 

kembali dapat diberikan penghargaan. 
(3) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

0 

BUKUII 
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BAil VI I I  
1'1•,N\'ELES IAN PERSELISII IAN 

Pasal 27 

( l) 1 ) , 1 1 1m ha! terjadi persclisihan atau perbcdaan pcndapat dalam 
peluksanaan pcrjanjian kerja, akan diselcsaikan melalui musyawarah 
secara kckeluurgaan untuk mufakat. 

BAO IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Oubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar seuap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Rarat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggaJ {f lf�I ?ctn 

�GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,' 

SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ! 1 

SEKRETARIS DAERAH 
PRO NS! KALIMANTAN BARAT, 

HARISSON 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR .9� 
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